SKRIPSI

KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH WALLI
NASAB MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)

THE VALIDITY OF MARRIAGE WAS NOT DONE BY THE WALI NASAB
ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(Research of Determination Religious Court Kediri Number:
56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)

Oleh:

KHURROTUL AINI
NIM. 110710101334

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SKRIPSI

KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH WALI
NASAB MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)

THE VALIDITY OF MARRIAGE WAS NOT DONE BY THE WALI NASAB
ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(Research Of Determination Religious Court Kediri Number:
56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)

Oleh:

KHURROTUL AINI
NIM. 110710101334

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

“Orang biasa hanya Percaya pada hal yang mungkin. Orang luar biasa mampu

menggambarkan dengan jelas banyak hal yang tidak mungkin, kemudian

*

mengubahnya menjadi mungkin”

--- Cherie Carterscoot ---

*

Dikutip dari: Never Think Twice ‘Saya Pasti Bisa!’, Yogyakarta: Crop Circle crop,
2011, him. 5
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RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dalam
pelaksanaannya memerlukan rukun dan syarat untuk dapat dikatakan sah menurut
hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam rukun yang harus dipenuhi antara lain
Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab gabul. Salah satu
yang selalu menjadi persoalan dalam masyarakat adalah keberadaan wali. Untuk
melaksanakan perkawinan seharusnya dilakukan oleh wali nasab. Namun tidak
sedikit masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim
sebagai wali nikah walaupun wali yang berhak masih ada. Dengan alasan bahwa
wali berhalangan karena disebabkan beberapa hal diantaranya karena keadaan
fisik ataupun disebabkan keengganannya (adhol). Berdasarkan uraian penjelasan
diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah
dalam bentuk skripsi yang berjudul “KEABSAHAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DILAKUKAN OLEH WALI NASAB MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI NOMOR:
56/PDT.P/2011/PA.KDR)”. Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal vyaitu:
pertama, apakah perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali nasab sah menurut
Hukum Islam? kedua, apakah Rasio Desidendi Hakim dalam menetapkan
Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr? Tujuan mengetahui dan memahami
permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkapi tugas akhir dan
persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi
IImu Hukum pada Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui dan
memahami bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali
nasab sah menurut Hukum Islam dan memahami bagaimana Rasio Desidendi
Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr. Metode
penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis
normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam
penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-
undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum
menggunakan analisis deduktif, guna memberikan preskripsi mengenai apa yang
seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah
dilakukan penelitian tersebut.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI
untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua
orang saksi dan ijab gabul. Perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Wali dalam perkawinan bagi perempuan menurut Hukum Islam
memang menjadi syarat sahnya perkawinan bagi seorang perempuan. Terkait itu,
alangkah baiknya dalam melaksanakan pekawinan perempuan menggunakan wali
dalam melakukan ljab Qabul agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

Xii
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Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana disebutkan
dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu. Disamping itu sahnya suatu perkawinan dalam
hukum islam ditentukan oleh rukun-rukun perkawinan yang harus dipenuhi dalam
melaksanakan perkawinan. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun yang
harus dipenuhi antara lain Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi,
dan ljab gabul. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali nikah
dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai
wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam hal ini yang paling berhak
menjadi wali nikah adalah wali nasab. Seorang wali dapat langsung melaksanakan
akad tersebut atau mewakilkannya kepada orang lain, dalam hal mewakilkan ada
beberapa faktor yang harus diperhatikan. Dalam hal tidak dapat menghadirkannya
laki-laki yang berhak menjadi wali nikah, karena keadaan fisiknya yang tidak
memungkinkan, mafqud, mungkin sudah meninggal atau gaib, atau mungkin juga
ada tetapi tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah, misalnya karena
belum dewasa, pikun ataupun disebabkan keengganannya (adhol) yang
menyebabkan wali nasab tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali
nikah, maka hak perwaliannya berpindah ke wali hakim.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini bahwa perkawinan yang tidak
dilakukan oleh wali nasab adalah sah. Hak perwalian wali nasab dapat berpindah
ke wali hakim apabila wali nasab berhalangan atau disebabkan oleh keenggannya
(adhol). Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 23 ayat (1) dan (2). Ratio
decidendi hakim dalam memutus perkara Penetapan Pengadilan Agama Kediri
Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr berdasarkan Pasal 14, Pasal 19 s.d. Pasal 23
Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
memenuhi rukun dan syarat, perkawinan telah dilaksanakan oleh yang tidak sah.
Berdasarkan hal tersebut hakim menolak permohonan. Saran dari penulis adalah,
kepada orang tua atau wali nasab, hendaknya sebagai wali nikah dapat bertindak
bijaksana dan tidak mempersulit ataupun menolak untuk menjadi wali apabila
anak perempuannya ingin melangsungkan perkawinan. Kepada pasangan yang
ingin melaksanakan perkawinan agar tidak memilih wali hakim, wali muhakam
atau wali yang lain selama wali nasab masih ada, karena dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap perkawinan, salah satunya dapat memutus silaturrahmi
dengan orang tua serta keluarga.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
(selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) menyatakan perkawinan menurut
Hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan
ghalidzan untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan
ibadah.

Terkait pengertian diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan dilaksanakan
berdasarkan kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk menjadi keluarga
yang bahagia secara lahir dan batin. Disamping adanya kesepakatan, terdapat
rukun yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Rukun
tersebut antara lain adalah calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab
gobul, apabila salah satu rukun tersebut dalam perkawinan tidak dipenuhi maka
perkawinan itu tidak sah.

Di antara rukun diatas, semuanya merupakan hal-hal penting yang harus
dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan, salah satunya yakni wali. Wali
merupakan rukun untuk sahnya perkawinan khususnya untuk mereka yang
beragama islam. Wali nikah harus dipenuhi terutama bagi mempelai wanita yang
bertindak untuk mengawinkannya.

Terkait itu dengan adanya wali yang menyetujui perkawinan dapat
dikatakan bahwa maksud perkawinan tersebut agar dapat disetujui oleh berbagai
pihak yang bersangkutan. Terkait demikian terwujud sebuah ikatan yang sakral
antara suami dan istri. Ikatan yang sakral ini agar lebih menjamin terwujudnya
kebahagiaan, sebagai salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Terdapat beragam permasalahan dalam perkawinan, hal ini tidak hanya

terjadi pada masyarakat yang berbeda agama, tetapi juga pada agama yang sama.
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Salah satu permasalahan dalam perkawinan adalah dalam menentukan wali untuk
menikahkan calon mempelai wanita. Tidak sedikit masyarakat dalam
melaksanakan perkawinannya menggunakan wali hakim walaupun mereka masih
memiliki wali nasab, permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan
yang menggunakan wali hakim ini disalahgunakan oleh masyarakat.

Persoalan wali dalam hukum perkawinan Islam sangat
penting dan menentukan keabsahan perkawinan itu sendiri. Namun
wali di sini tidaklah bersifat kaku. Kalau tidak ada wali nasab, yaitu
orang tua atau keluarga yang bersangkutan, atau wali nasabnya
enggan menikahkan (wali adhol), maka ia berhak untuk menikah
dengan menggunakan wali hakim. Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI
menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya
atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau
enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru
dapat bertidak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan
Agama tentang wali tersebut.!

Pada keadaan-keadaan tertentu terkadang seseorang sulit untuk dapat
menghadirkan seorang wali nasab ketika perkawinannya berlangsung, karena
beberapa alasan dan kendala secara logis dan masuk akal, jika masih ada wali
nasab maka tidak boleh diganti wali hakim atau wali muhakam. Wali nasab baru
dapat berpindah ke wali hakim apabila antara lain?:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya).

3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat
dengan dia tidak ada.

4. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul gosri (sejauh perjalan yang
membolehkan sholat sholat gasar yaitu 92,5 km).

5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai.

6. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkanya.

7. Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh.

1 Adurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Akademika Pressindo,
1992), him. 114
2 http://www.konsultasisyariah.com/ nikah-berwalikan-wali-hakim/ diakses pada tangga

9 Juni 2015
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Hal tersebut yang menyebabkan banyak perkawinan yang berlangsung
tanpa dengan adanya wali nasab dan menggunakan wali hakim untuk bertindak
sebagai wali dalam suatu perkawinan tersebut.

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi
ini, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor:
56/Pdt.P/2011/PA.Kdr, Hariono selanjutnya disebut Pemohon I dan Titin Nuriasih
selanjutnya disebut Pemohon 11 telah melaksanakan perkawinan menurut agama
Islam secara Sirri pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Majan Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
tinggal di Jalan Cendana No. 24, Kelurahan Singonegaran RT. 020 RW. 004,
Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan dikaruniai anak bernama Hestin Claysia
Angelyta lahir di Kediri pada tanggal 17 Desember 2005. Terkait hal tersebut
Pemohon I dan Pemohon Il mengajukan permohonan ltsbat/Pengesahan Nikah ke
Pengadilan Agama Kediri guna memenuhi persyaratan administrasi terbitnya akta
kelahiran anak. Pengadilan Agama Kediri menolak permohonan tersebut karena
pada penetapan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi
rukun perkawinan.

Perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon |1 telah dilaksanakan dengan
Wali Nikah tokoh masyarakat Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungangung bernama KH. Nur Salim dikarenakan Pemohon | dan Pemohon 11
telah mengangkatnya sebagai wali muhakkam dan bertindak sebagai Wali Hakim,
karena wali nasab Pemohon Il yang bernama Riadi Mei Sasi yang bertempat
tinggal di Kediri, tidak setuju atas rencana perkawinan tersebut dikarenakan status
Pemohon | yang sudah duda dan mempunyai 2 anak. Atas kondisi wali nikah yang
tidak setuju dan tidak mau menjadi wali nikah tersebut, Pemohon Il tidak pernah
mengajukan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan wali adhol.
Terkait itu maka KH. Nur Salim tidak berhak menjadi Wali Hakim untuk
menikahkan Pemohon | dan Pemohon 11, karena yang berhak menjadi Wali Nikah
adalah wali nasabnya yakni Bapak kandung Pemohon II, yang dalam hal ini
karena wali nasab tersebut tidak mau menikahkan mereka, maka

keengganan/adholnya tersebut harus dibuktikan di Pangadilan Agama dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pengadilan Agama yang menunjuk wali nikah Titin Nuriasih yakni Wali Hakim.
Wali Hakim yang dimaksud menurut peraturan perundangan yang berlaku adalah
Kepala KUA Kecamatan setempat wilayah hukum tempat tinggal Pemohon Il saat
itu, yakni KUA Kecamatan Kota Kediri. Oleh karenanya perkawinan tersebut
tidak memenuhi rukun perkawinan, karena telah dilaksanakan oleh Wali Nikah
yang tidak berhak.?

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan
membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul
“Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dilakukan Oleh Wali Nasab Menurut
Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor:
56/Pdt.P/2011/PA.Kdr)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan
dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali nasab sah menurut

Hukum Islam?

2. Apakah Ratio Decidendi Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor:
56/Pdt.P/2011/PA.Kdr?
1.3 Tujuan Penelitian
Karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam
tujuan yang hendak dicapai, yaitu :
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan Umum yang hendak dicapai dari hasil penulis karya ilmiah
ini meliputi:

1. Melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai
gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi IlImu Hukum pada
Universitas Jember.

2. Sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam

disiplin ilmu hukum yang telah di dapat selama perkuliahan serta fakta

3 Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr
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yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat
baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus
Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan
skripsi ini adalah :
1. Mengetahui dan memahami sah atau tidak perkawinan yang tidak
dilakukan oleh wali nasab menurut Hukum Islam.
2. Mengetahui dan memahami Rasio Desidendi Hakim dalam
menetapkan Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang
bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan
prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati
kebenaran optimal, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Metodelogi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh
sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit
dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun

metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut. 4

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu
hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah yuridis normatif (Legal Research), yakni penelitian yang difokuskan untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang
berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis

4 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2010), him. 35
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serta putusan atau pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.®

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi adalah dengan
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual.

a. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-
undangan ditunjukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara
satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-
undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan
peraturan perundang-undangan. Pendekatan Undang-Undang dalam hal
ini dengan melakukan kajian hukum menyangkut Rasio Desidendi Hakim
dalam menetapkan Penetapan Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang
didalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum
yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam
membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang
dihadapi. Pendekatan konseptual dalam hal ini dengan melakukan kajian
hukum menyangkut sah atau tidaknya perkawinan yang tidak dilakukan
oleh wali nasab.

% Ibid., him. 93.
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1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa
bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang
diketengahkan. Untuk memecah isu hukum yang dihadapi digunakan bahan
hukum sebagai sumber penelitian.® Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan
menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, bahan non hukum (tersier). Pada penelitian skripsi ini
penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

non hukum.

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas

(authority), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi
menjadi bahan hukum primer yang bersifat mandatory authority (meliputi
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan
putusan hakim) dan persuasive authority (meliputi peraturan perundang-undangan
di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan
hakim di wilayah yuridiksi negara lain)’. Bahan hukum primer yang akan
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
a) Landasan Syari’ah:

Al-Qur’an dan Al-Hadist
b) Peraturan Peraturan-undangan:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan

2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

6 Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research). (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), him. 48
7 Ibid, him. 52
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2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang
berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan
hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.8 Adapun yang
termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan
penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan
para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan
putusan pengadilan, serta terbitan lain yang dan situs-situs internet. Beberapa
bahan hukum tersebut diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini.

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok
persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (statutes), regulasi
(regulation), ketentuan-ketentuan pokok (contitutional provision) dan kasus-kasus

penting yang berkaitan dengan topik penelitian.®

3) Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber
bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non
hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik

penulisan skripsi.t

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain
dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,
ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan

kajian sebagai bahan komparatif.

8 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), hIm. 165

° Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, Op. Cit, him. 90

10 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him. 164
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Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu
penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan;

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum;

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.

Melalui langkah-langkah tersebut, maka akan didapatkan kesesuaian
hubungan antara suatu data dengan data lainnya. Oleh karena itu penelitian hukum

ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

11 1bid, him.171
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan impian setiap orang yang hidup di dunia.
Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Guna memahami secara mendalam hakikat perkawinan maka harus
memahami ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan.

“Perkawinan” menurut istilah ilmu Figh dipakai perkataan “nikah”
dan perkataan “zawaj”. ‘“Nikah” menurut bahasa mempunyai arti
sebenarnya (hagigat) dan arti kiasan (majaaz). Arti yang
sebenarnya dari “nikah”, ialah “dham”, yang berarti “menghimpit”,
“menindih” atau “berkumpul”, sedang arti kiasannya ialah “watha”
yang berarti “setubuh” atau “agad” yang berarti “mengadakan

perjanjian pernikahan”. 1?

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan
menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintan Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian suci kuat
dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal,
santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
Sedangkan menurut Imam syafi’i, pengertian nikah ialah suatu
akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria
dengan wanita sedangkan menurut majazi (mathaporic) nikah itu
artinya hubungan seksual.*®

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

2 Taufigurrohman Syahuri, Legalisasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra
Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013), him. 27

13 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), him. 2

10
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seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas
dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan
itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya
kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu
sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak
waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri
seketika tidak dapat bertindak sendiri sebagaimana ketika ia masih
belum terikat perkawinan tetapi harus dengan persetujuan suami.'4

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan perkawinan
adalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan
seorang wanita untuk mengikat diri dalam suatu perkawinan untuk membentuk

keluarga bahagia dan kekal.

2.1.2 Asas-asas Perkawinan
Saat diteliti norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat
dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Al-Qur’an dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, maka dapat diketahui adanya asas-asas perkawinan.
1. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Islam
a. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia,
berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan
kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan
ini disimpulkan dari Al-Qur’an yang menyatakan, segala sesuatu diciptakan-
Nya berpasangan suami istri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tentram dan
saling kasih sayang di antara suami dan istri (Qs. Ar-Rum ayat 20) serta dari
Sunnah Rasul, yang menyatakan nikah adalah sebagian dari sunnahku
(Hadis).®
b. Pelaksanaan perkawinan harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-
pihak yang mengadakan perkawinan. Sebelum pelaksanaan perkawinan

14 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW). (Jakarta: Bina Aksara, 2000), him. 93
15 Taufiqurrohman Syahuri, Op.Cit, him 68


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah
pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

Pada hukum Islam terdapat asas kemitraan. Hak dan kewajiban suami istri
adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan
keluarga ada pada suami.® Suami dan isteri memiliki tugas dan fungsi yang
berbeda untuk mencapai tujuan perkawinan. Suami berperan sebagai kepala
keluarga wajib memberikan nafkah dan isteri menjadi penanggung jawab
rumah tangga dan berhak menerima nafkah.

Menganut asas monogami terbuka. Artinya islam mengutamakan seorang
laki-laki kawin dengan seorang perempuan, kecuali dalam hal-hal tertentu
seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang. Terkait syarat apabila
beristri lebih dari satu orang, suami harus adil terhadap istri-istrinya. QS An
Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),
maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,
tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.”

Asas selanjutnya adalah asas untuk selama-lamanya. Artinya perkawinan
dilangsungkan untuk selama-lamanya dengan membina cinta dan kasih
sayang. Terkait tujuan dasar dari perkawinan itu sendiri adalah untuk
membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal
selamanya. Perceraian merupakan perbuatan halal namun perceraian dibenci
oleh Allah.

. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Perkawinan pada asasnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal. Terkait itu suami istri harus saling membantu dan saling
melengkapi, sehingga dapat mencapai kesejahteraan secara spiritual maupun

secara material.*’

16 http://ngobrolinhukum.com/asas-asas-perkawinan/ diakses pada tanggal 4 Mei 2015
1 Taufiqurrohman Syahuri, Op.Cit, him 74
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b. Pada Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah
bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-
masing, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, tampak jelas
pada pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami. Namun ayat (2) memberi peluang bagi seorang suami dapat
beristri lebih dari seorang. Ayat (2) tersebut menentukan bahwa pengadilan
dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

d. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk
mempersukar tejadinya perceraian. Guna memungkin perceraian harus ada
alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.®

e. Hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah sama baik kehidupan
keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat. Pada asas ini, prinsip
hukumnya adalah bahwa perkawinan itu dibentuk untuk mendapatkan
kebahagian suami istri, yang kedua belah pihak wajib mendapatkan perlakuan
yang sama dan setara dalam rangka meraih kebahagian dalam hidup mereka

berdua.

2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan
Rukun dan syarat *° perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi
dalam suatu perkawinan, karena menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan
tersebut dari segi hukum. Rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam untuk melakukan perkawinan harus ada:
a. Calon suami.

b. Calon istri

18 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional. (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), him. 164

19 Rukun adalah sesuatu harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang
hakiki dari amalan tersebut. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia
bukan bagian dari amalan tersebut.
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c. Wali nikah
d. Dua orang saksi, dan
e. ljab gabul
Berdasarkan ke 5 (lima) rukun tersebut masing-masing rukun memiliki
syarat-syarat tertentu, yaitu:
1. Syarat kedua calon mempelai:
a) Syarat mempelai pria°:
1. Calon suami beragama Islam.
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
3. Orangnya diketahui dan tertentu.
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul
calon istrinya halal baginya.
. Calon suami rela (tidak dipaksa)untuk melakukan perkawinan itu.
. Tidak sedang melakukan ihram.

6
7
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.

S

b) Syarat mempelai perempuan?®:

1. Beragama Islam.

2. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).

3. Wanita itu tentu orangnya.

4. Halal bagi calon suami.

5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam
‘iddah.

6. Tidak dipaksa/ikhtiyar.

7. Tidak dalam keadaan ihram hajiatau umrah.

2. Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 syarat-syarat wali
nasab atau dalam hal ini yang bertindak sebagai wali nikah, antara lain:
1. Laki-laki

20 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), him. 50
2 Ibid., him 54
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2. Beragama Islam
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
4. Berakal
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil
3. Pasal 25 KHI syarat-syarat saksi:
1. Laki-laki
2. Muslim
3. Adil
4. Aqil baligh
5. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli
4. ljab gabul.
Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akad nikah
dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.
Selanjutnya Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa :

(1)Yang berhak mengucapkan gabul ialah calon mempelai secara
pribadi.

(2) Dalam hal-hal tenentu ucapan gabul nikah dapat diwakilkan
kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi
kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas
akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3)Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon
mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh
dilangsungkan.

Jumhur ulama sepakat mengenai rukun perkawinan terdiri atas: 2
a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
Bahwa akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya
yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

22 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Persepektif Fikih dan Hukum
Positif). (Yogyakarta: Ull Press, 2011), him. 30
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“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya,
maka pernikahannya batal” (HR. Semua Muhadisin, kecuali

Nasali)

c. Adanya dua orang saksi

16

Pelaksaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan

akad nikah tersebut.
d. Sighat akad nikah

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita,

dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Disamping itu terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat

perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada

pasal 6, 7 dan 8 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum

perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 menyebutkan:

(1)

()

(3)

(4)

()

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin
kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan
kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua
yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus
ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang
atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,
maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang
yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu
mendengar orang orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4)
pasal ini.
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(6)

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan
lain.

Pasal 7 menyebukan:

1)

)

(3)

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau
kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4)
Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan
dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi
yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 menyebutkan:
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a.

b.

berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah
ataupun ke atas;

berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan saudara neneknya;

berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri menantu dan
ibu/bapak tiri;

. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,

saudara susuan dan bibi/paman susuan;

berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih
dari seorang;

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku, dilarang kawin.

2.1.4 Tujuan Perkawinan

17

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh

keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang

damai dan tentram. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan

perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan

rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara

sertamenruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini,juga mencegah
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perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yang bersangkutan,
ketentraman keluarga dan masyarakat.?

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa Perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selain itu dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam meyebutkan bahwa Perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah. Menurut Soemiyati bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah
untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,berhubungan antara laki-laki
dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan
dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam
masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh
syari’ah.?*

Masdar Helmy mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain
memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk
keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah
perzinahan, agar tercipta ketenangan dan Kketentraman jiwa bagi yang
bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. ? Tujuan perkawinan
menurut Hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut:?

a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk
memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

b. Membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal
dengan dasar cinta dan kasih sayang.

c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan

serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

23 Mohd. Idris Ramulyo, Op.Cit, hlm. 26

24 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. (Yogyakarta:
Liberty, 2004), him. 73

2 http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan.html, diakses pada tanggal
30 Mei 2015

% Abdul Ghofur Ansori, 2011, him. 175
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2.2 Wali Nikah
2.2.1 Pengertian Wali Nikah

Pada rukun perkawinan terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, salah
satunya adalah wali nikah. Terkait itu apabila perkawinan dilaksanakan tanpa
adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah. Maka dari itu wali merupakan
hal penting dalam perkawinan, keberadaan wali sangat diperlukan terutama bagi
mempelai perempuan.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang

yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap

dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas

nama orang lain itu adalah karena orang itu memiliki suatu

kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak

sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau
dirinya.?’

Menurut istilah fikih perwalian disebut wilayah, yang artinya penguasaan
dan perlindungan. Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama
kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang. Orang yang diberi
kekuasaan perwalian disebut dengan wali.?® Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Selain karena merupakan perintah agama keberadaan wali bagi seorang
wanita dalam akad nikah juga disebabkan karena wanita adalah makhluk mulia,
makhluk yang memiliki hak dan mempunyai satu kedudukan yang harus dijaga
martabat, kemanusiaan dan kesuciannya. Selain itu perwalian merupakan wujud
cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan
membina suatu rumah tangga.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu
yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan
oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan
menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan
itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak

27 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan islam di Indonesia. (Jakarta: Prenada Media
2007), him. 69
28 Taufiqurrohman Syahuri, Op.Cit, him. 52
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atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang
dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.?®

Terkait demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar,
karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat
berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan
wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk
menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga
(hubungan nasab). disamping itu wali juga sebagai rukun dan
syarat dalam melangsungkan perkawinan.*

Maka dari itu, seorang wali dalam perkawinan bagi perempuan menurut
Hukum Islam memang menjadi syarat sahnya perkawinan bagi seorang
perempuan. Terkait itu, alangkah baiknya dalam melaksanakan pekawinan
perempuan menggunakan wali dalam melakukan ljab Qabul agar tujuan dari
perkawinan tersebut dapat tercapai.

2.2.2 Macam-macam Wali Nikah

Pada Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari
wali nasab dan wali hakim.
1. Wali Nasab

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai
sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena
adanya akad nikah yang sah.! Ibnu Arabi menjelaskan pengertian nasab adalah
istilah yang merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum
perempuan berdasarkan ketentuan syari’at.3 Menurut Sayuti Thalib wali nasab
artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang
mempunyai hubungan darah partrilinial dengan calon pengantin perempuan.
Menurut pengertian nasab tersebut dapat dikatakan bahwa wali nasab ialah wali

nikah yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah.

2% Amir Syarifuddin, Op.Cit, him. 69

30 [Iham Bisri, Sistem Hukum Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him. 44

31 http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukum-perkawinan-indonesia.html,
diakses pada tanggal 02 Mei 2015

32 Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. (Jakarta: Kencana,
2008), him. 176

33 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia. (Jakarta: Ul-Press, 1986), him. 65
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Menurut Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari
empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan
kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon
mempelai wanita. Urutan-urutan tersebut terdiri dari:

1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek
dari pihak ayah dan seterusnya.

2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-
laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki
seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Selain itu dalam Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa
orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi
wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak
menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila
dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat
kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak
menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-
syarat wali.

Jumhur ulama membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yakni wali
dekat (wali agrab) dan wali jauh (wali ab’ad). Wali dekat (wali agrab) adalah
ayah dan jika tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai
kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Wali
jauh (wali ab’ad) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga
selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi
wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai

wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.®*

3 Amir Syarifuddin, Op.Cit., him. 75
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2. Wali Hakim

Pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan wali hakim ialah wali
nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya,
yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Selain itu
wali hakim adalah kepala negara yang beragama islam, dan dalam hal ini biasanya
kekuasaanya di Indonesia dilakukan oleh kepala Pengadilan Agama, ia dapat
mengangkat orang lain menjadi wali hakim (biasanya diangkat oleh kepala Kantor
Urusan Agama kecamatan) untuk mengakadkan nikah perempuan yang berwali
hakim.®

Pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan
bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Apabila wali dinyatakan adhal atau
enggan untuk menjadi wali, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali
nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3. Wali Muhakam

Wali muhakkam yaitu, seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami
istri untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah mereka. Apabila suatu
pernikahan yang mestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat
tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali
muhakkam. Caranya ialah kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang
mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam

pernikahan mereka.3®

2.2.3 Syarat-syarat Wali Nikah

Terkait penentuan wali nikah, tidak semua kerabat dari calon mempelai
wanita bisa menjadi wali nikahnya. Hanya orang-orang tertentu yang sudah
ditentukan dalam syari’at islam. Mengenai syarat sahnya wali, Pasal 20 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang perwalian yaitu:

3 Mohamad Rifa’i, Ilmu Figh Islam Lengkap. (Semarang: PT. Karya Toha, 1978), him.
459

% A. Zuhdi Mudlor, Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talag, Cerai dan Rujuk.
(Bandung: Al-Bayan, 1994), him. 63.
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“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”

Seseorang dapat bertindak menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut®':

a.

Beragama islam atau seorang muslim.

Apabila yang kawin orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim.
“janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir
sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang
mukmin”. (QS. Ali Imran: 28).

Orang mukallaf/baligh.

Karena orang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Diangkat hukum itu dari perkara: dari orang yang tidur hingga
bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari
orang-orang gila hingga ia sembuh”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berakal sehat.

Hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum dan dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadis Nabi yang

telah disebut diatas tadi.

Laki-laki.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh wali adalah laki-laki. Seorang wanita

tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan. Hal ini seperti yang telah

dikemukakan diatas bahwa salah satu syarat wali adalah “laki-laki”

(perempuan tidak sah menjadi wali)

Adil.

Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wali adalah adil dan cerdas. Adil

yang dimaksud adalah berbuat adil, tidak berbuat fasik. Cerdas yang

dimaksud adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan

sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.

37 Soemiyati, Op.Cit., him. 43
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam
kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali nasab adalah sah. Hak
perwalian wali nasab dapat berpindah ke wali hakim apabila wali nasab
berhalangan, baik itu wali nasab tidak ada sama sekali, tidak memenuhi
syarat sebagai wali, mafqud, pikun, atau disebabkan oleh keenggannya
(adhol). Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23
ayat (1) bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan. Selanjutnya
dalam ayat (2) dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru
dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama
tentang wali tersebut.

2. Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara Penetapan Pengadilan
Agama Kediri Nomor: 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr berdasarkan Pasal 14, Pasal
19 s.d. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon Il tidak memenuhi rukun dan syarat, perkawinan telah
dilaksanakan oleh wali hakim yakni K.H Nur Salim, sedangkan yang lebih
berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab Pemohon Il yakni Riadi Mei
Sasi. Para Pemohon menggunakan wali hakim, karena wali nasab Pemohon
Il tidak setuju atas rencana perkawinan, atas kondisi tersebut Pemohon 11
tidak pernah mengajukan adholnya wali nikah kepada Pengadilan Agama.
Berdasarkan hal tersebut hakim menolak permohonan, selanjutnya

perkawinan tidak dapat diitsbatkan.

52
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4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan diatas,maka dapat saya berikan beberapa
saran sebagai berikut:

1. Kepada orang tua atau wali nasab, hendaknya sebagai wali nikah dapat
bertindak bijaksana dan tidak mempersulit ataupun menolak untuk menjadi
wali apabila anak perempuannya ingin melangsungkan perkawinan. Karena
apabila perkawinan tidak dilaksanakan oleh wali yang tidak sah, maka
perkawinan dapat diragukan keabsahannya.

2. Kepada pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan agar tidak memilih
wali hakim, wali muhakam atau wali yang lain selama wali nasab masih
ada, karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkawinan, salah
satunya dapat memutus silaturrahmi dengan orang tua serta keluarga.
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Salinan
PENETAPAN
Nomor : 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkataries pada tingkat
pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatullenetapan sebagai berikut

1. HARIONO bin SUKARMAN, umur 45 tahun, agama Islapekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 24,
Kelurahan Singonegaran Rt. 020 Rw. 004, Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON |} mmmmmmm oo

2. TITIN NURIASIH binti RIADI MEI SASI, umur 30 tabn, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal ldinJa

Cendana No. 24, Kelurahan Singonegaran Rt. 020 Rw.
004, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya
disebut sebagai “ PEMOHON Il *; -------=----—-----

Pengadilan Agama tersebut ; ---------=---=- s

Telah membaca berkas perkara ; ---------------=====-m s
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan siksdalam persidangan; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat perauainga tertanggal
19 Agustus 2011 yang telah terdaftar pada KepaaitePengadilan Agama Kediri
pada Register Nomor : 56/Pdt.P/2011/PA.Kdr. tand@aAgustus 2011, dengan
tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada po&okmgngajukan hal-hal

sebagai berikut ; e e
1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003, pemohon | depganohon Il telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam sBoardihadapan Kiyai
(Tokoh Masyarakat) Desa Majan Kecamatan Kedungw&abupaten
Tulungagung (bukti surat nikah Sirri = terlampiwali nikah Wali Hakim

Id.com Hal.1 dari 11 hal.Pen.Na#Pdt.P/2011/PA.Kdr.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(K.H. NUR SALIM), disaksikan oleh 2 orang saksi bh@ma Ansori dan Har,
dengan mas kawin berupa cincin 2 gram emas diltagar; ----------------------

2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan tersebut, Pemdhdan Pemohon II
hidup rukun dalam rumah tangga yang tentram daradiahsebagaimana

layaknya suami istri yang lain; ------=-=----m-mmmmm oo

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon | dan Remibtelah dikaruniai
seorang anak perempuan yang lahir di Kediri pad@dal 17 Desember
2005 dengan Nama HESTIN CLAYSIA ANGELYTA,; --------==-==-=--=----

4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il benar-benar tidakgerea bahwa surat
nikah tersebut tidak berlaku untuk urusan admiastrpemerintah. Hal
tersebut Pemohon | dan Il ketahui setelah Pemohadanl Il mengajukan
permohonan untuk akta nikah anak tersebut ke D@amtan Sipil Kota
Kediri. Oleh karena dinyatakan tidak berlaku, m&emohon | dan Il lalu
melaporkan permasalahan ini kepada P3N Kelurahago8egaran untuk
mendapatkan surat nikah yang diakui pemerintah.h Ghetugas P3N
Pemohon | dan Il diarahkan ke KUA untuk menikah iladgngan
menghiraukan surat nikah sirri yang Pemohon | digreinah sampaikan pada
petugas P3N tersebut. Lalu dengan persyaratan kpbam yang cukup,
Pemohon | dan Il dinikahkan dihadapan PPN KUA Keatan Kota Kediri
pada tanggal 08 Juli 2011 dengan Surat Nikah No®®@®7/24/V11/2011
tanggal 08 Juli 2011, --------mmmmm oo e

5. Bahwa dengan surat nikah yang diterbitkan dari Klt#ksebut setalah

Pemohon | dan Il ajukan sebagai persyaratan aki@hkan anak ternyata
ditolak oleh Dinas Catatan Sipil, karena tanggahjgahan dengan tanggal

kelahiran tidak ada kesamaan (lebih dahulu kelahya) ;
6. Bahwa atas kenyataan tersebut, Pemohon | danaiatikan untuk melakukan
perubahan atas surat nikah tersebut ke KUA KotaiKedan KUA Kota
Kediri lalu mengeluarkan surat keterangan yang paalkoknya supaya
Pemohon | dan Il mengajukan permohonan itsbat ndah pencabutan
surat nikah Nomor: 0397/24N1112011 tanggal 08 2@0l1 ke Pengadilan
Agama Kediri;-----m-mmmmmmm o sommoeeeeeeeee

Id.com Hal.2 dari 11 hal.Pen.Na#Pdt.P/2011/PA.Kdr.
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7. Bahwa oleh karena untuk kepentingan masa depan Readohon | dan II,
maka Pemohon | dan Il mengajukan permohonan itshikih dan
pencabutan surat nikah ini kepada Ketua Pengaditmma Kediri untuk
dapatnya diperiksa sesuai dengan hukum dan penayj@arag berlaku, yang
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnyarpgrikebagai berikut: ---

PRIMER :

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon | dengan Remaoh yang
dilangsungkan dihadapan Desa Majan Kecamatan KedamgKabupaten
Tulungagung pads tanggal 10 Oktober 2003 adalgh-sah-------------------

3. Memerintahkan PPN KUA Kecamatan Kota Kediri untukenoabut
surat nikah Nomor 0397/24/VII/2011 tanggal 08 JW@D11 dan

mengantikan dengan surat nikah yang baru sesugaddganggal pernikahan

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, moherkapa ini diputus

menurut hukum dengan seadil - adilnya; ---------========mmm s m e
Menimbang, bahwa Para Pemohon datang menghadapiri sehd

PerSIdaNQaN; —-mmmmmmm e m s oo e
Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Paraohon

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemph---------------------ocoo-—-
Menimbang, bahwa Para Pemohon guna meneguhkan-ddailil

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermetarkiip serta telah
dinazegelen atas nama Pemohon | Nomor 3571031906866anggal 4
Agustus 2011 dan atas nama Pemohon Il Nomor 35510330005 tanggal 4
Agustus 2011, selanjutnya diberi kode P.1.; ----——=----=--mmrmmm oo

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslidga bermeterai cukup
serta telah dinazegelen Nomor : 0397/24/V11/2Qafhg dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 08 Juli 2011lasgutnya diberi kode

Id.com Hal.3 dari 11 hal.Pen.Na&3Pdt.P/2011/PA.Kdr.
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3. Foto cpy Surat Keterangan telah terjadi Akad Nikabuai dengan aslinya dan
bermeterai cukup serta telah dinazegelen atas rRana Pemohon tanpa
Nomor yang dikeluarkan oleh Urusan Agama Desa Maf@atamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tanggal 10 Okt@0é&3, selanjutnya
diberi kode P.3.; ---------- et I EE e

4. Foto copy Surat Keterangan sesuai dengan aslinydelaneterai cukup serta
telah dinazegelen Nomor : KK.13.30.01/I/PW.01/380/2 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 15 Agus®@ll, selanjutnya
diberi kode P.4.; -=-mmmmmmmmm o o

5. Foto copy Surat Kelahiran sesuai dengan aslinyab#gameterai cukup serta

telah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Bidan Nyt Musri'ah tanggal 17
Desember 2005, selanjutnya diberi kode P.5.; -----—----==-mmmmmmmmmmmoe oo
Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebwthtgdula didengar
keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu : ----———-----mmmmmmmm
1. Sujarno bin Lego Susiono, umur 41 tahun, agamanislgekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Rt 17 Rw 04 Kelurahan Pakunidecamatan Pesantren
Kota Kediri; ------==-m=mmmmmm oo oo
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pg&aabagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon, karena saken Para
Pemohon; —------mm-mmmm e
- Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan Para Pemati Desa Majan
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tahuiB8 Z@rsebut,
saksi tahu setelah 3 hari dari perkawinan kareteerditahu oleh Para
Pemohon; --------m-mmm oo
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tidak diirkKedlayah tempat
tinggal Pemohon Il namun di Tulungangung karenai Widah Pemohon I
yakni bapaknya tidak setuju atas rencana perkawiRama Pemohon
dikarenakan status Pemohon | yang sudah duda mgaifuanak ; ----------
- Bahwa atas kondisi Wali Nikah Pemohon Il tersebem&hon Il saat itu

tidak pernah mengajukan permohonan wali adlol kaegRdilan Agama

wilayah hukum Pemohon [l ========mmmm e

Id.com Hal.4 dari 11 hal.Pen.Na3Pdt.P/2011/PA.Kdr.
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2.

Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, statosoh®a | Duda
sedangkan Pemohon Il Perawan; antara PemohonRetanhon Il tidak ada
hubungan keluarga, sesusuan ataupun semendatidakiaada pula orang
yang merasa keberatan atas adanya pernikahanueyseb-

Bahwa meskipun pernikahan Pemohon | dengan Pemibhtarsebut telah
dilaksanakan dan telah hidup sebagaimana kayakwmgmisisteri di Jalan
Cendana No. 24, Kelurahan Singonegaran Rt. 020 04, Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri dan telah mempunyai seorangk perempuan
bernama HESTIN CLAYSIA ANGELYTA, namun tidak menkiliBuku

Nikah sampai dengan sekarang; -------=-=-=-=-===m=m=mmmmmmmmmmeme oo

Bahwa Para Pemohon megajukan itsbat nikah unturitielgan pengurusan

Akta Kelahiran anaknya; --------=-==-===- oo s

Imam Hambali bin Suhut, umur 36 tahun, agama Islpekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Rt 17 Rw 04 Kelurahan Jams#ecamatan Pesantren
Kota Kediri; -----m=-mmm oo oo
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pgaaaiagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon, karena saken Para

Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan Para Pemah Desa Majan
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tahuwB 2@rsebut,
saksi tahu setelah 5 hari dari perkawinan karemerditahu oleh Para

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tidak diirkKedlayah tempat
tinggal Pemohon Il namun di Tulungangung karenai Widah Pemohon I
yakni bapaknya tidak setuju atas rencana perkawiRama Pemohon
dikarenakan status Pemohon | yang sudah duda meaiguanak ; ----------
Bahwa atas kondisi Wali Nikah Pemohon Il tersebemn®&hon Il saat itu
tidak pernah mengajukan permohonan wali adlol kegRdilan Agama

wilayah hukum Pemohon [l ========mmmmmm e

Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, statosot®a | Duda
sedangkan Pemohon Il Perawan; antara PemohonRetanhon Il tidak ada

hubungan keluarga, sesusuan ataupun semendatidakiaada pula orang

yang merasa keberatan atas adanya pernikahanueyseb-

Id.com Hal.5 dari 11 hal.Pen.Na#Pdt.P/2011/PA.Kdr.
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- Bahwa meskipun pernikahan Pemohon | dengan Pemibhtersebut telah
dilaksanakan dan telah hidup sebagaimana kayakwmgmisisteri di Jalan
Cendana No. 24, Kelurahan Singonegaran Rt. 020 @4, Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri dan telah mempunyai seorangk perempuan
bernama HESTIN CLAYSIA ANGELYTA, namun tidak menkiliBuku

Nikah sampai dengan sekarang; ---------=-=-=-===m=m==mmmmmmmmmome oo

- Bahwa Para Pemohon megajukan itsbat nikah untudriteygan pengurusan
Akta Kelahiran anaknya; -----=-=-=======s==ssme oo

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengakui dan menkiaenar

keterangan saksi-saksi tersebut ; ----------=m-mmmmm oo
Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidalgapgtan apapun

dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatupkaetapannya ; -------------
Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan abiin dipersidangan

semuanya telah dicatat didalam berita acara yamgpbgkutan, sehingga untuk

mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan AgamarKeenunjuk berita acara

tersebut dan dianggap telah termuat pula dalantges@ ini ; --- -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Parmaohon

sebagaimana tersebut diatas ; ---------=-===-————===mmmeme e

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah téaryahwa perkara ini

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonaraua pokoknya
mohon agar perkawinan sirri yang telah dilaksangkaaa tanggal 10 Oktober
2003 dihadapan Kiyai (Tokoh Masyarakat) Desa M&anamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung, wali nikah Wali Hakim (K.HNUR SALIM),
disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Ansori dan Hangan mas kawin
berupa cincin 2 gram emas dibayar tunai dapatbdifkan / disahkan guna
melengkapi persyaratan terbitnya akta kelahirankaryang lahir dari
perkawinan tersebut yakni HESTIN CLAYSIA ANGELYTAlak perempuan
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam
permohonan Para Pemohon adalah apakah perkawinarg yelah
dilaksanakan tersebut telah memenuhi rukun dan asygerkawinan
sebagaimana ketentuan syariat agama Islam dan tketenperaturan
perundangan yang berlaku atau tidak? ; ---------=-=-smmmmmmmmmme s

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Persetiarketerangan
di bawah sumpah dari para saksi, Majelis menemidaa dipersidangan sebagai
berikut : e

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003 di Desa Majaraiatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan pernikadnaiara Pemohon |
dengan Pemohon Il, pernikahan mana dilaksanakagadewali nikah Wali
Hakim (K.H. NUR SALIM), mahar berupa cincin 2 graamas dibayar tunai

dengan disaksikan antara lain oleh Ansori dan Bak{j P.2);
2. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon | DudRetaohon Il Perawan,
dan tidak ternyata antara keduanya terdapat huburkgduarga, Saudara

sesusuan atau suatu keadaan dan atau hubungan lyakignmenghalangi

perniKanan j-------mmmmm oo e

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Msgan Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan Wali Hakkarena Wali
Nasab Pemohon Il tidak setuju atas rencana perarkBlara Pemohon; --------

4. Bahwa atas kondisi wali nikah Pemohon Il yang tidekuju dan tidak mau
menjadi wali nikah Pemohon Il tersebut, Pemohdiddk pernah mengajukan
ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonaraedll; ---------------

5. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tinggal dn Jaéndana No. 24,
Kelurahan Singonegaran Rt. 020 Rw. 004, KecamaemarRren, Kota Kediri
dan telah mempunyai seorang anak perempuan berd&8a IN CLAYSIA
ANGELYTA lahir di Kediri pada tanggal 17 Desembedd5 (Bukti P.5);

6. Bahwa permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah ini gunemenuhi
persyaratan administrasi terbitnya akta kelahiraaka sebab meskipun
Para Pemohon telah menikah di KUA Kecamatan KotaliKepada
tanggal 08 Juli 2011 dengan Surat Nikah Nomor: (B9¥11/2011 tanggal
08 Juli 2011 (Bukti P.3) namun tetap akta kelahmaak tidak dapat diproses
karena kelahiran anak lebih dahulu dari terbitnyéigan Akta Nikah; -----------
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakteafakérsebut di atas serta

berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, sehingggelis berkesimpulan pada

pokoknya sebagai berikut : --=-=-===mmmm e

1.

Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakagadeNali Nikah tokoh
masyarakat Desa Majan Kecamatan Kedungwaru KahupBtéungangung
bernama KH. Nur Salim dikarenakan Para Pemohot telangangkat yang
bersangkutan sebagai muhakkam, sehingga yang pktgan menikahkan
Para Pemohon bertindak sebagai Wali Hakim; --------==--=--=-mmemmemmemeeee-

. Bahwa tindakan Para Pemohon mendatangi KH. NumSaieminta untuk

bertindak sebagai Wali Hakim, karena Wali Nasab ¢tem Il tidak setuju atas
rencana pernikahan Para Pemohon karena PemohdaHh Buda; ---------------

. Bahwa atas kondisi sikap Wali Nasab Pemohon tetsétmohon Il tidak

pernah mengajukan adlolnya wali nikah kepada Pelageflgama; --------------

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1.

Bahwa KH. Nur Salim tidak berhak menjadi Wali Hakimtuk menikahkan
Para Pemohon, karena yang berhak menjadi Wali Naegh Pemohon adalah
Wali Nasabnya yakni Bapak kandungnya yang bernatddRMEI SASI,
yang dalam hal ini karena wali nasab tersebut tioelu menikahkan Para
Pemohon maka keengganan / adlolnya tersebut hdyuktitan di Pangadilan
Agama dan Pengadilan Agama yang menunjuk wali nRRamohon Il yakni
Wali Hakim (Vide: Pasal 2 PMA Nomor 2 tahun 1987 Rasal 23 Kompilasi

Hukum ISIam); ==-=-===emmmmm e oo e e e

. Bahwa Wali Hakim yang dimaksud menurut peraturanumeangan yang

berlaku adalah Kepala KUA Kecamatan setempat whialiakum tempat
tinggal Pemohon Il saat itu di Kelurahan Banjasakni KUA Kecamatan Kota
Kediri (Vide: Pasal 4 PMA Nomor 2 tahun 1987); — --------------=-=-mmm-o—-

Oleh karenanya pernikahan tersebut tidak memeruktunr perkawinan (Vide:
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974akal R4, Pasal 19 s.d. Pasal

23 Kompilasi Hukum Islam), karena telah dilaksamakéeh Wali Nikah yang

tidak berhak menjadi Wali Nikah Pemohon Il sehingganikahan tersebut tidak

dapat diitsbatkan oleh karenanya permohonan Panalin ditolak; ---------------
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Artinya : “Sultan adalah Wali dari pihak yang tidakempunyai wali (Hadits riwayat
Imam Turmudzi). Maksud wali disini adalah yang mgamg kewalian secara
umum atau khusus seperti Hakim atau Pejabat Pemaéripgang menangani
masalah akad nikah atau khususnya masalah-masalkhh.n Dia boleh
menikahkan (menjadi wali nikah) perempuan diwilayahketika akad terjadi
(domisili) bukan yang sekedar lewat daerah itu atparempuan yang
mengizinkan untuk menikahkan (meminta untuk menjadinya) padahal

perempuan itu berada diluar wilayahnya”; ----------------=-- - =- s e

M2 N %0 EBP%> /P%> RK Hh: F S 2%
L.+ BT #8000% >H0SIX N /* 74 'S[i
1EY MY #(

Artinya: “Apabila seorang laki-laki meminang seognperempuan lalu keduanya
mengangkat muhakkam untuk menikahkannya, maka karaku harus
mengawinkannya jika perempuan itu tidak mempunyai ithas baik dari
nasab maupun wali pembebasan. Kalau perempuandatapunyai wali tetapi
walinya ghaib, maka pernikahan dengan muhakkam kipah tidak

diperkenankan karena yang sah menjadi ganti walgyghaib adalah Hakim”

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahakangerini yakni
itsbat nikah / pengesahan nikah ditolak, maka pkonan yang lain ditolak pula; -

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangaeltet di atas maka

permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasetkapa dibidang

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) ngpdadang Nomor 7 Tahun
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1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para RFeamgang jumlahnya akan
disebutkan dalam amar penetapan ini ; -------———-=-=-=-mmmmmmmmmsmm oo
Mengingat segala peraturan perundang-undangan ympku serta

hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----==-==-=-==-mmcmmm oo

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ; --------=-==-=--=--mmsmmmmemme -

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayaa Ipeskara ini

sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enamupiah) ; ----------------- ---

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Karamgygal 29 September
2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1di@h Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Z&nadal, SH sebagai Ketua
Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH. dan Dra. IstiaFarda masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hajugf dibacakan dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum blajelis tersebut dengan
dibantu oleh Abdul Malik,ST.,SH. sebagai Paniteend®janti, dengan dihadiri

oleh RemohomgldaiRemohon |I. - ages=sr ey - -~~~ -~~~ g~~~

Ketua Majelis

ttd
Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Dra. Hj. Munadhiroh,SH,.MH. Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd
Abdul Malik,ST.,SH.
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Biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,- Oleh :
' PANITERA
2. Biaya proses Rp. 125.000,- PENGADILAN AGAMAKEDIRI
3. Redaksi Rp  5.000,-
4. Materai Rp  6.000,-

Jumlah = Rp 166.000,- Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

Id.com Hal.11 dari 11 hal.Pen5&Pdt.P/2011/PA.Kdr.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

	1. Cover skripsi new
	2. BAB III new
	putusan-0056-Pdt.P-2011-PA.KDR
	SCAN.pdf
	img604
	img605
	img606
	img607




